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BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

a. bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah

Kabupaten Pangandaran merupakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah serta intensitas Urusan
Pemerintahan dan potensi Daerah, perlu dilakukan secara
efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali,
tata kerja yang jelas dan fleksibilitas;

. bahwa pembentukan perangkat daerah dilaksanakan dengan

prinsip tepat fungsi dan ukuran berdasarkan beban kerja
yang sesuai dengan potensi, kondisi nyata, dan kemampuan
keuangan  pemerintahan daerah dalam  melindungi,
memberdayakan dan mensejahterakan rakyat;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5363);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494)

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;

. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Menetapkan

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.



10.

11.

12.

13.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangandaran.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
pemerintahan daerah  untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat
atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pangandaran.

Sekretariat DPRD Perangkat Daerah yang bertugas
menyelenggarakan administrasi  kesekretariatan dan
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten Pangandaran.



14. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas
membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

15. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.

16. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

17. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan.
Pasal 3
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan susunan sebagai
berikut:
a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, menyelenggarakan

tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administrative serta melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRDTipe B,menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan;

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B, menyelenggarakan tugas
membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh
Perangkat Daerah;



d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kesehatan;

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM
dan Perdagangan Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Penanaman Modal, bidang Koperasi UMKM dan bidang Perdagangan;
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman;

Dinas  Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tipe B menyelengarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan
bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, menyelenggarakan sebagian
urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, sub urusan Persampahan dan
menyelenggarakan sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman sub urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
khususnya Pertamanan dan Pemakaman;

Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pertanian;

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, bidang
Perikanan dan bidang Pangan;

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum;

Dinas PerhubunganTipe C menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang
Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik danPersandian Tipe C
menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang Komunikasi dan
Informatika, bidang Persandian dan bidangStatistik;



16. Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Industri, bidang Tenaga Kerja dan bidang
Transmigrasi;

17. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe C
menyelenggarakan sub urusan Kebakaran dan sub urusanbencana.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang Perencanaan Tipe A,fungsi penunjang bidang Penelitian dan
Pengembangan Tipe C;

2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe Amelaksanakan fungsi
penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tipe A;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C
melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

Pasal 4

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan
ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
. Kecamatan Padaherang dengan Tipe A;
. Kecamatan Kalipucang dengan Tipe A;
Kecamatan Pangandaran dengan Tipe A;
. Kecamatan Sidamulih dengan Tipe A;
Kecamatan Parigi dengan Tipe A;
Kecamatan Cigugur dengan Tipe A;
. Kecamatan Langkaplancar dengan Tipe A;
. Kecamatan Cijulang dengan Tipe A;
Kecamatan Cimerak dengan Tipe A
Kecamatan Mangunjaya dengan Tipe B;

S St A0 T

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Perangkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati
harus memperhatikan asas:

a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

b. efisiensi;

c. efektivitas;

d. pembagian habis tugas;

e. rentang kendali;

f. tata kerja yang jelas;dan

g. fleksibilitas.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB III
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentukUnit Pelaksana Teknis
(UPT).

UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat
unit pelaksana teknisdi bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah
kabupaten.

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan
pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 9

Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat
unit pelaksana teknis di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerahdan
Pusat Kesehatan Masyarakatsebagai unit organisasi bersifat fungsional dan
unit layanan yang bekerja secara profesional.

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fungsional
dan unit layanan yang bekerja secara profesional serta bersifat otonom dalam
penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dan
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakanunit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja
secara profesional serta dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang
pembentukan UPT yang baru.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

BAB IV
ESELONERING/JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon Il.a atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala
Badan, dan Staf Ahli merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris pada Dinas,
Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian dan Camat merupakan Jabatan
Struktural Eselon IIl.a atau Jabatan Administrator.

Kepala Bidang pada Dinas/Badan dan Sekretaris pada Kecamatan
merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.

Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada
Sekretariat DPRD,Kepala Seksi Pada Dinas dan Kecamatan, Sekretaris pada
Kecamatan Tipe B, Kepala Sub Bidang Pada Badan dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan eselon [V.a atau jabatan
pengawas.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknik Dinas danKepala
Sub Bagian pada Kecamatanmerupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan
Pengawas.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Pada Perangkat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional.

Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi
penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, jumlah dan jenis jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(4)

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,
pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
STAF AHLI

Pasal 15

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada 3 (tiga)Staf Ahli, dan dapat
dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan
umum/tata usaha.

Tugas pokok dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN
Pasal 16

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan
tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan
tugasnyasampai dengan = peraturan  perundang-undangan = mengenai
pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut
hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik.

(3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa
dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya ~sampai dengan
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

b. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

c. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana
Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 22

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2
(dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Oktober 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 31 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 31/259/ 2016

PENJELASAN
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L.

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

UMUM

Pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang ada harus terbagi
habis pelaksanaannya oleh kelembagaan yang terbentuk, dan pembagian
urusan tersebut harus merata dan proporsional antar lembaga perangkat
daerah. Diharapkan tidak terjadi ketimpangan beban kerja antar lembaga yang
terbentuk. Artinya beban wurusan dengan kategori tinggi sebaiknya
dilaksanakan oleh kelembagaan yang besar, sementara beban urusan dengan
kategori sedang dan atau kecil dapat dilaksanakan oleh kelembagaan kecil
atau bila memungkinkan dilekatkan pada kelembagaan yang juga menangani
fungsi lain.

Selanjutnya, sebagaimana diketahui, model kelembagaan daerah terdiri
dari 4 (empat) jenis atau fungsi, yakni organisasi lini (direpresentasikan oleh
dinas), staf dan auxiliary (sekretariat), dan supporting units (unsur penunjang
urusan). Oleh karena jenis dan fungsi dasarnya berbeda, maka kewenangan
yang diemban pun juga berbeda. Berikut ini diuraikan masing-masing model
kelembagaan tersebut:

1. Dinas adalah organisasi yang menjalankan tugas-tugas pokok (kewenangan
substantif atau kewenangan material) daerah. Itulah sebabnya, bidang
kewenangan dan nomenklatur dinas dibentuk berdasarkan pertimbangan
sektoral (sektor pertanian, sektor kesehatan, dan sebagainya).

2. Sekretariat adalah unit organisasi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi
pembantuan untuk mendukung pelaksanaann fungsi lini yang dijalankan
dinas. Dengan kata lain, unit-unit dalam sekretariat berkewajiban
melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan dalam rangka pengambilan
kebijakan, seperti bagian umum, bagian kepegawaian, bagian keuangan,
bagian bina pemerintahan dan sebagainya.

3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan berbentuk "badan" bertugas
melaksanakan fungsi-fungsi strategis daerah yang belum terakomodasikan
oleh pola kelembagaan yang lain. Fungsi-fungsi yang diemban oleh lembaga
teknis bukanlah kewenangan substantif daerah, namun memiliki peran
yang sangat penting bagi daerah. Contohnya adalah badan penelitian dan
pengembangan, dan badan perencanaan daerah.

Sedangkan menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
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2016, Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
e Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
e intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
o efisiensi;
o efektivitas;
e pembagian habis tugas;
e rentang kendali;
e tata kerja yang jelas; dan
o fleksibilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20



Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR
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